ajaran Poiri dituntut lebih
proaktif memberdayakan
segenap kemampuan dan
~sumber daya vang dimiliki
meskipun dalam kondisi serba terba-
tas. Halini disampaikan Kapolrt Jen-
deral Polisi Drs, Roesmanhadi, SH pa-
da acara penandatanganan Surat Ke-
putusan bersama antara Pelri dengan
Departemen Keschatan RI, Rabu 29

keterbatasan yang selama ini dialami
Polri, juga akan bersama-sama mela-
kukan pengawasan dan pengamanan
kegiatan masyarakat dari peredaran
dan penyalahgunaan Narkoba. Hal
vang saima juga disampaikan oleh
Menteri Kesehatan Prof Dr F.A Moe-
loek, kerja sama ini akan melakukan
koordinasi pengawasan, pengamanan
peredaran gelap dan penyalahgunaan

15V gja et d”

Tujuan utama kerja
sama ini untuk
membaniu terciptanya
peningkatan

kesehatan masyarakat
dan anggota Polri
meialui pembangunan
berwawasan

kesehatan dengan
pendekatan paradigma
sehat.

ra baik, sehingga dengan terwujudnya
derajat kesehatan masyarakat vang
optimal pada akhirnya akan mening-
katkan ketahanan nasional. Selain itu
Menteri Kesehatan mengajak semua
lapisan masyarakat guna saling mem-
bantu pelayanan keschatan terhadap
saudara-saudara kita yang tinggal di
daerah terpencit yang belum terjang-
kau karena terbatasnya sarana dan
prasarana serta tenaga vang dimiliki
Departemnen Kesehatan R.1.
Adapunbeberapa butir kesepakatan
kerja sama bidang kesehatan antara Poiri
dan Departemen Keschatan R1 antara
lain kesepakatan menyelenggarakan
program peningkatan kesehatan,

SeptemberlO00.di-babes-Palsl,

Kapolri mengatakan tangkah
proaltif dimalsud di antaranya men-
jalin kerja sama dengan Departemen
Kesehatan, sehingga dengan kerja sa-
ma in: diharapkan tercapai suatu ki-
nerja yang profesional guna mendu-
kung kondisi anggota vang benar-be-
nar samapta. Dengan kondisi tersebut
anggota Polri mampu menyalurkan
daya dan pikiran secara berhasil guna
dan tepat guna,

Lebih jauh disampaikan Kapoiri
kerja sama ini selain dapat mengatasi

MarkotiharPskotropthar Zat-Adikl
obat dan makanan yang tidak meme-
nuhi persyaratan kesehatan,
Dikatakan Menteri Kesehatan tu-
juanutama kerja saina ini untuk mem-
bantu terciptanya peningkatan kesehat-
an masyarakat dan anggota Polrl me-
lalui pembangunan berwawasan kese-
hatan deagan pendekatan paradigma
sehat. Untuk 1tu sesuai fungsi Kepoli-
sian dalam bidang keamanan dan ke-
tertiban masyarakat, melalui kerja sa-
ma ini perlu adanya koordinasi pena-
nganan permasalahan kesehatan seca-
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peRelengrarm progranr e gahn
kecelakaan termasuk keselamatan lalu
lintas, saling mendayagunakan das me-
manfaatkan tenaga kesehatan milik
kedua belah pihak, memanfaatkan
sarana peadidikan, mengadakan pela-
tthan dan penelitian bersama guna me-
ningkatkan kemampuan sumber daya
kesehatan kedua belsh pihak.,

Acara penandatanganan Surat
Keputusan bersama ini dihadiri oleh
para pejabat teras Mabes Polri, para
pejabat dari Departemen Kesehatan
RI serta para undangan lainnya. B




baik; ia rela u.ntuk mempertamhkan
nyawanya. :
" “Bisa, dlbdydﬁﬁkdn bdﬂdlmaﬂd
T asanya. ‘beradadi tengah- -tengah mas-
sa yang lagi rusuh. Bahkdn di atas
ixepala saya berhamburan batu-batu-
"ujaripria kel ahiran Pemdlang, 1
Aﬁuqms 1948 ini.
Memang risiko merupakan ba.gl—
cm daritugasnya. “Apalagi ketika ter-
i kerusuhan, sebagai kameramen

Shn

san aparat keamanan,” tuturnya.

Pengalaman lain yang juga me-
rembet bahaya ia alami saat meng-
ikuti rombongan Kapolri Jenderal
Awaloedin Djamin ke Ambon tahun
1979. “Ketika itu pesawat Foker 27
yang hendak mendarat mengalami
gangguan cuaca buruk sehingga tak
bisa mendarat, Untung saja pilotnya
orang TNI Al yang sudah mengna-
sal medan, sehingga pesawat lang-

-”Unmk menghasﬂk&n gambar t@ma&k
Hem Sui@wo reia mtuk memperta-

sebagai pesuruh tahun 1976, Kemu-
dian beralih ke kamar gelap,.sampai
akhirnya dipercaya menjadi fotografer,
sampal sekarang. “Tepatnya tahun
1978 saya pertama kali pegang kamera.
Yang ngajar saya, salah satunya Pak
Heru,” tuturnya sembart menunjuk

- Heru Sutowo yang di sampingnya.

Sebagai-fotografesr, paparnya ia

‘harus siap setiap saat, “Namanya tu-

gas kita nggak bisa menolak. Di ling-

-kungan stpen Polm pantanoda

menolak tagas,” tuturnya.

Lantas apa vang mereka peroleh
setelah bekerja lebih duapuluh tahua?
Heru Sutowo mengaku sampai seka-
rang masih tinggal di rumah dinas, di
asrama Polri. “Belum punyva rumah,
Mas. Apa yang ada dimanfaatkan.
Saya sih tinggal menunggu masa pen-
siun, kalau sudah pensiun sava mau

el a1 o
sode-paling-depan:
%ewask 1daan pcnuh alhamudlillah
kita akan dilindun oiAllak,” fatanya.

éa":i_ nehput perzs{ma Semanggi
apa yang dilakulkan Pak Heru? “Saya
harus pinter-pinter menjaga diri. Ke-
tika meliput demonstrasi, saya terpak-
sa melepas atsibut saya. Ketika dita-
nya mahasiswa, saya bilang dari war-
tawan. Ya beres, bahkan mereka se-
ring membantu memperiancar tugas-
tugas saya. Hanya, ketika emosi mas-
sa tak terkendali lagi, saya langsung
mencari perlindungan di balik bari-

; ucwu

e lalad 1 P |
USRS PaT A e RORERY I

Pegang Kamera Periama Kali
1978

Tugas yang menyerempet bahaya, ju-
o dialami fotografer Dispen Polri Su-
wito. Prig berusia 48 tahun yang ter-
masuk senior di lingkungan staf do-
lamentasi Dispen Polni juga mendapat
tugas meliput demonstran, Kiatnya agar
tidal kena timpuk batu, va berlindung
di balik barisan aparat keamanan,

Ayah dug orang ansk kelahiran Wo-
nogiri, 6 April 1948 mulai bekerja

Edisi Desember 1989

patang-lampungr-tivggab-di-desay
tempat kefahiran saya. Sementara
anak kan sudah besar dan sudah
bekerja,” katanva.

Lain halnya dengan Suwito. Ia -
dak punya keinginan untuk pulang
kampung, karena di Jakarta ia sudah
memiliki rumah. Sementara dua
orang anaknya sudah bekerja dan ma-
sing-masing sudah mempunyai ru-
mah. “Saya merasa bahagia. Tugas
sava membesarkan anak sudah sele-
sai. Mereka semua sudah bisa man-
dir,” ujar Suwito tersenyum. B




ari sekian tokoh Polri yang
menyuarakan agar Polr
otonom, Prof Dr Awaloedin
Djamin adalah saiah satunya.
Mantan Kapolri itu dari dulu hungga
kini mengemukakan perlunya
otonomi Polri, termasuk memberikan

'Pengayom Pe];ndang,
:Pe ayan Masyarakat i
'Penuhs.
' _Jende_al F’ohsf(Pum) Prof Dr.

Awaioedln Djarraln MPA
Ceiakan
Pertama ;

. Tahun terﬁxt

1989

Peanerbit

Yayasan Tenaga Keria
indonesia

Halaman

ix - 212 halaman

otonomi anggaran untuk mendukung
profesionalisme. Kenapa itu penting?
Tak lain karena profesionalisme akan
menjadi syarat kemandirian.

Bila dalam buku ini penulis me-
nyinggung soal mental, budaya, dan
polisi yang berbau militer, memang

overall ia mengurcul\dn v1s1

begitulah concern penulis dalam ber-
bagai kesempatan. Semua itu ia su-
arakan karena begitu cintanya terha-
dap lembaga Polri.

Prof Dr Awaloedin Djamin dalam
buku ini mengurai apa saja yang men-

: adl tuntutan mdsyara}cdt terhadapse-.

aI\hu bukunyct menjelaskcu :
reformasi yang menyehuui

canaay, anggaran, fogistik hingg: Sis—
tem pengawasan. : '
Terlepas dari kekur. angcm di sana-
sini—termasuk’ Ci)vernya yang: Ju-
rang cantik, buku ini akan menjadi
referensi bagi mereka yang-sedang
elajar fentang ilmu kepolisanjuga
bisa dimanfaatkan petugas polisi-di
berbagai tingkatan menata diri
menuju polisi yang profesional. .

ntuk kesekian kalinya
penuiis produktif Jenderal

# Polisi (Purn) Kunarto
menampilkan karyvanya. Kali ini
mantan Kapolri itu bersama-sama
dengan Mayjen Polisi {Purn) Drs,
Daan Sabadan menyunting buku

Judul Buku

Kejahatan Berdimensi Baru
Penyunting

Jenderal Pol. (Purn) Kunarto dan
Mayijen Pol. (Purn} Drs. Daan
Sabadan

Tebal

verrajuke-Kefalrranr Boriiniensi
Baru.

Dart judul bukunya saja, sudah
ketahuan bahwa buku inl mengupas
kecenderungan atau iren kejahatan di
belahan dunia. Kekuatan buku ini
ferletak pada kemampuannya
mendiskripsikan  secara rinci
berbagai jenis keiahatan, termasuk
~ara penyidikan dan penyelidikannya.

Sebenarnya teknologi itu netral.
Tergantung siapa yang mengguna-
kannya. Bagi mercka yang mencari
keuntungan dan jalan pintas bisa me-

xv + 051 halaman
Penerbit

Cipta Manunggal
Tahun

1999

nyalahgunakan teknolog untuk ke-
pentingannya. Inilah tantangan bagi
para penumpas kejahatan di belahan
dunia, termasuk di Indenesia. Logis
dipertanyakan bagaimana seorang
polisi bisa menumpas kejahatan jika
ia sendiri tak tahu mengidentifikasi,
apalagi cara melumpuhkannya.
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Memang tak ada gading
yang tak retak. Demikian juga buku
ini, di sana-sini ada salah ketik dan
pengulangan alinea-tertentu, Namun
karya dua mantan jenderal polisi ini
tetap sangat berarti bagi petugas
dalam mengantisipasi kejahatan-
kejahatan nonkonvensional &




enapa terjadi konflik hori
- sontal .dan saling cakar di
wmasyarakat bawah? Tak lain
karena masyarakat kita suka saling
injak. Yang atas menginjak ke ba-
wah, yang bawah menginjiak bawah-
annya; sampai yang paling bawah tak
bisa lagi menemukan injakannya.

_Pasca ind0n951a Pasca Emsiem_

_'_'YB Mangunwuaya

Judu% Buku.

Penerbit

Kanisius, Yogyakaria

Tahun terbit
Juni 1999
Tebal - 0
355 halaman =~

Maling ayam dan sepeda motor di-
tmpuk sampal mapus, sementara ko-
ruptor ratusan miliar tersenyum di ru-
mah mewah. Sebuah kenyataan yang
ironis dan menyedihkan, Alhasil la-
hirlah sebuah masyarakat baru yang
sekarang sedang disintegrasi sosial.
.Masyarakat ini, kata Romo Ma-
ngun adalah masyarakat vang asing
terhadap sikap fair play, kesopanan
potitik maupun kesopanan sehari-ha-
ri, baik di kalangan tua maupun mu-

‘da. Taix heran bll‘i peﬁye}esamn lert

*keroyokan menjadi sebuah kebiasaan

yang lum; ah. Prdkt}k machmvehdn

' deyangnya I\enyatadn-ls:snyaiaan mi
terbunglus indah dengan pernyataan-
pernyataan adiluhur bahkan spritaal.
Seperti membungkus bangkai dengan
kain sutera dan disemprot pewangi. In-
dah, Iembut dan hammnya sei - di-
tcm}pdkkm L

.Sebagai bahan reﬂel\51 buLu ni
tidak hanya diperuntukan bagi pemi-
nat masalah sosial dan filsafat, tetapi
layak disimak para negarawan dan
penyelenggara pemerintahan, aparat,
dan masyarakat iuas sehingga seba-
gai warga masyarakat sama-sama
merenungkan sikap dan mentalitas
darimasing-masing. Harapannya ten-
tumuiia bagaimana menjadikan ban-
gsa ini menjadi semakin tegak berdi-
ri dengan penuh percaya diri. B

Judul:

Polisi dan Hzk Asasi manuisa
cia[am KUHAP

" Penerbit

CV Sibaya, Bandung

Tahurn terbit

1999 {(Juni)

Halaman

251-x halaman

Editor

PH Hutajulu

su hak asasi manusia (HAM) di
Indonesia bukan basa-basi lag:.
Setiap pejabat, terutama aparat
keamanan termasuk kepolisian
dalam menjalankan tugasnya harus
memperhatikan aspek vang satu ini.
Sebagai pejabat atau penyidik Anda
periu mendalami secara cermat
masalah HAM ini, karena salah bisa-

bisa Anda menjadi pesakitan atau na-
ma Anda dibawa-bawa, seperti halnya
dialami sejumlah mantan jenderal
vang pernah memimpin negeri kita.
Sebagai penyidik, kepentingan
polisi sering berseberangan dengan
kepentingan tersangka. Logis karena
sehagai pelaku tindak pidana
cenderung memberikan keterangan

Edisi Desernber 1898

yang menguntungkan dirinya. Di sisi
tain, si tersangka harus dihormati
sebagai pemegang hak asasi manusia
dan memiliki kedudukan vang sama
di dalam hukum. Seorang tersangka
atau terdakwa tidak boleh diperlaku-
kan semata-mata sebagai obyek dari
pemeriksaan. Seorang tersangka atau
terdakwa juga tidak boleh dipaksa
(baik secara fisik maupun psikis) da-
lam rangka mengorek keterangan
atau pengakuan.

Tema Polri dan HAM dalam KU-
HAP yang ditempatkan dalam struk-

o
Indonesia. Polri selaku penyidik uta-
ma permeriksaan suatu kasus, kerap
mengalami pertentangan dengan
kepentingan seorang tersangka yang
diperiksa.

Kehadiran buku dengan editor PH
Hutajulu ini, akan memperkaya pe-
mahaman polisi atas tugas-tugasnya
pada masa-masa mendatang, sehing-
ga dalam memeriksa tersangka tidak
ada lagi asal gebuk, asal bentak—
vang penting si tersangka mengaku.

B

wrsosiakdanhuleam vangberlaliy Gl




Pemberdayaan m@m Paiama% @an @eﬁgemuda akaﬂ
mengaﬁa sumbangan yang tidak kecil artinya dalam =

mangurasags prakﬂk—pmkizk KKN dalam skala besar. |

ampu latu-lintas perlahan
berganti nyala merah: Tapi,
sebuah sedan terus melaju.
Beberapa saat kemudian
sebuah mobil patroli polisi jalan raya
mengejar, membunyikan sirine dan
menerangt wajah pengemudi dengan
lampu sorot. Sedan pun menepi. Dua
polisi lalu-lintas {Polantas) keluar
dari mobil patroli. Langsung
menghampiri pengemudi sedan,
menanyakan kelengkapan SIM dan
STNK. Ternyata si pengemudi ‘sedan
tidak membawa SIM. Polantas pun
memeriksa seisi sedan. Salah seorang
Polantas lantas menjelaskan bahwa
si pelanggar terkena denda total
Rp125.060. Si pengemudi sedan
mengaku bersalal dan berusaha
menawar serta menyuap agar tidak
ditilang. Setelah ditawar, denda turun
menjadi Rp 80.000. Dengan denda
sebesar itu, rupanya si pengemudi se-
dan tak mampu membayar di tempat.
Kedua orang Polantas itu lalu
menawarkan diri mengawal si
pengemudi sedan untuk mengambil
uang di rumah dengan imbalan uang
bensin Rp 20.000. Akhirnya, atas
inisiatif salah seorang Polantas,
mereka menemani pengemudi sedan

negara penegak hukum, pengayom
dan pembimbing masyarakat seba-
gatmana diamanaikan oleh UL No-
mor 28/1997 tentang Kepolisian Ne-
gara Republik Indonesia. Selain ber-
fungsi sebagai penegak hukum, polisi
pun memifiki fungsi pelindung dan
pelayan masyarakat,

Dalam menjalankan tugasnya,
polisi berhadapan langsung dengan
hak dan kewajiban warga negara.
Pengemndi sebagai orang vang ber-
hubungan langsung dengan Polantas
Jjuga sepatutnya mengetahui hak dan
kewajibannya agar tidak diinjak-
injak.

Cuplikan kisah di atas dipublika-
sikan Masyarakat Transparanst Indo-
nesia dengan tajuk Seri Publilcasi Hal
dan Kewajiban Masyarakat.

Terkena THang

Saat terjadi pelanggaran dan di-
berhentikan oleh Polantas, biasanya
pengemudi menjadi panik. Yang ter-
pikir adalah menyelesaikan masalah
secepal mungkin, Dan, vang ~berda-
sarkan pengalaman--adalah cara
terbaik buat menyelesaikannya. Po-
fantas tentunya juga menyadari hal
terscbut,

Memcmg tdmpaknya leblh mudah
untuk menyuap d}bandmgkdn deng"u}
mengzkutl peraturan, Tapi, dampak-
tiya lebih buruk b&g1 bangsa dan ne-
gara. Tidak ada polisi yang suka di-
suap, bila tidak ada anggota masya-
rakat yang suka menyuap. Polisi yang
bersih akapn terbentuk dengan sendi-
rinya jika masyarakat bersih. -

Pemberian suap kepada Polantas
dapat dikenakan tindak pidana ter-
hadap penguasa umum dengan pida-
na penjara paling lama dua tahun de-
lapan bulan (pasal 209 KUEHP). Bah-
kan, usaha atau percobaan untuk me-
lakukan kegiatan tersebut juga dapat
dipidana penjara {pasal 533 (1} (2) jo
pasal 209 KUHP).

Sedangkan bagi Polantas yang
menerima suap dapat dikenakan tin-
dak pidana dengan ancaman hukum-
an penjara paling lama Hma tahun
{pasal 419 KUHP),

Apabila Anda menemukan kesa-
lahan dalam prosedur, faporkaniah
perbuatan tersebut, Anda dapat me-
minta keterangan lebih lanjut pada
Dinas Penerangan Polri di nomor te-
lepon (021) 5234017 atau 5709250.

Kita tidak bisa menimpalkan se-

ke-Anjangan Tt Wigadisd (ATRE
terdekat untuk mengambil vang
pembayar denda,

Aksi kedua Polantas tidak cuma
sampai di sini. Sebelum berpisah,
salah seorang Polantas minta minyak
wangl pengemudi yang dilihataya
sewaktu memeriksa isi sedan.

Memang tidak semua Polantas
berbuat seperti itu. Mereka secara
mudah disebut sebagai oknum yang
merusak citra korp Kepolisian
Republik Indonesia (Polri). Polisi
semestinya berperan sebagai alat

Dratam pealiangn, Siay day
ucapan polisi harus dapat menggam-
barkan bahwa ia adalah anggota
korps aparat keamanan vang meng-
indahkan norma agama, kesopanan,
kesusilaan, serta menjunjung tinggi
hak asasi manusia (HHAM) dan kode
etik profesi Kepolisian Negara RI
{pasal 19 dan 23 Nomor 28/1997).
Pelanggaran biasanya terjadi karena
pengemudi tidak mengenal daerah
tersebut atav ada peraturan baru yang
belum pengemud: ketahui, Penjelasan
Polantas merupakan bimbingan
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T KES AT AT PR aa PoOTaNTES
Karena, sedikit banyak kita telah ikut
ambil bagian dalam praktik-praktik
penyuapan ‘kecil’ seperti ini, Banyvak
falctor lain vang bersifat lebih makro
vang menyebabkan perilaku ini
terjadi. Mamun pemberdayaan vang
dilakukan pada tiap elemen, terma-
suk pemberdayaan moral Polantas
dan pengemudi, akan menjadi sum-
bangan vang tidak kecil artinya da-
lam mengurangi praktik-praktik
KEN {korupsi, kolusi, nepotisme)
dalam skala besar.




E@ierangan SRR
U Ancaman ps@ana paﬁa

T _JU&E No. 14 Tahun 1982,
FE :._herdasarkan Surat =

. Edaran | No. 4 Tahun

4993 Tentang Petunjuk

' Pelaksanaan Tata Cara

Penyelesaian Perkara
Pelanggaran Lalu Lintas

Jalan Tertentu, pada

o akhﬁmya dasesuaskan
dengan tabe! -
pelanggaran dan uang

titipan yang dibuat afas

koordinasi Ketua
Pengadilan Tinggi
untuk Pengadilan
Negen yang berada di
wilayah hukumnya.

O Hasil dari koordinasi
iersebut akan
d;ﬁapm’kan kepada
Mahkamah Agung

Sumber: Maayaraket Transparansi indonesia; Seri Publikasi Hak dan Kewajiban Masyarakat
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TABEL PELANGGARANLALU LINTAS YANG DITINDAK DENGAN TIEAMNG SESUAI UNDANG—UNBANG
MOMOR 14 TAHUN 1992 BESERTA PERATURAN PELAKSANAANYAUNTUK DKI JAKARTA
Keterangan :

A merupakan kendaraan tidak bermotor

B merupakan sepeda motor

C merupakan mobil penumpang pribadi

D merupakan mobil penumpang umum

E merupakan pick up

¥ merupakan busftruk

G merupakan truk gandeng

Semua denda tersebut dalam ribu (000,00) rupiah (Rp)

Setiap daerah mempunyal tabel denda vang berbeda-beda S
Tabel pelanggaran ini berdasarkan petunjuk praktis pengisian blanko titang vang diperbarui dan dapat dibayar
melatui bank, berlaku Februari 1995, I

fansparansn ndongsle: Seri Publikasi Hak can Kewajiban Masyarakat

oo

DDBQU(ZJE}E}
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. Sumber. Masyarakat Transparanst Indonesia: Seri Publikasi Hak dan KewajH Y

Selamat & Sukses
Atas terpilihinya
AIBCUrTa.

Sebagai
Presiden Republik Indonesia
Masa Bhakti 1999 - 2004

eseria

=

Sebagai
Waldl Presiden Republik Indonesia
Massa Bakii 1999 - 2004

Semoga diberikan kekuatan lzhir dan batin, untuk menunaikan tugas negara dalam
mengemban amanat seluruh rakyatl Indonesia

Komisaris Direksi, Staf dan seluruh Karyawan

Edlisi Desember 19889




1.Monogram -

a. Bentuk

" GAMBAR MONOGRAM .

Yang semula gambar monogram
dibuat hanya sebelah kiri dirubah
menjadi kiri dan kanan tiga butir padi
vang semula tegak lurus ke atas
diubah menjadi bengkok ke atas.

b.Ketentuan lain-fain _

Pemakaian monogram dikena-
kan pada krah baju sebelah kanan
dan kiri, pada saat menggunakan pa-
katan PDU, PDH dan PID S1JS Polri.

Monogram tidak dikenakan pada
saat menggunakan Pakalan Dinas
Lapangan. Sedangkan hal-hal lain

yang belum diatur dalam Lampiran

1 UKURAN BESAR

8 mm

2. UKURAN KECIL,

““Surat Keputusan ini akan diator

kemudian,

2. Lencana Kewenangan dan
Hepolisian =

a. Warna dan Bentuk

1. Lapisan perisai yang semula
berwarna putih perak diganti
dengan warna kuning emas.

2. Tulisan “POLISI” terdiri dari
bahan Stenlis.

3. Tanda kewenangan pada
bagian belakang:

* Diberikan Nomor Register
pemalkai, Mabes Polri Ko-
de 00-01234, Polda Aceh
01-00001 dst sampai de-
ngan Polda Irja 26-00001
(berbentuk horisontal).

¥ Diberi tulisan “MELIN-
DUNGI DAN MELAYA-
NI”

*  Dicantumkan Kode Pab-
rik.

¥ Tuolisan menggunakan
Huruf Tenggelam.

b. Cara Pemakainnya

Lencana Kewenangan Kepolisian
berukuran kecilyang semula
disematkan di lidah baju sebelah ki
diganti menjadi disematkan di atas
saku baju sebelah kiri.
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1. Setiap anggota Polri vang meng-
gunakan Lencana Kewenang-
an Kepolisian ukuran besar,
maka tanda kualifikasi/brever

lainnya tidak digunakan.

2. Lencana Kewenangan Kepo-
lisian tidak dipakai oleh ang-
gota Polri yang berpakaian
PDULILII dan 1V serta PDL

3. Hal-hallain yang belum diatur
dalam lampiran Surat Kepu-
tusan ini akan diatur kemudi-
an. @






